SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 68
TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN
JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA LONG APUNG KABUPATEN
MALINAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011-2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Bandar Udara Long Apung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan
Timur, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 68 Tahun 2011;

bahwa berdasarkan  Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat tentang Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana
Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan
Timur melalui Operasi Bhakti Kartka Jaya  Nomor

119/1309/BPPWK.A/2012 dan Nomor Kerma/1/111//2012 tanggal 8
Maret 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak
Pembangunan Bandar Udara Long Apung Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1108);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38333);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4150);



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia | Nomor 4737);



Memperhatikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd

sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 -
2013;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak
Pembangunan Bandar Udara Long Apung Kabupaten Malinau
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 68).

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 15 Agustus
2011, tentang Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan Program
Pembangunan dengan Sistem Multy Years Contract (MYC);

Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 903/7802/BPPD/Bangda dan Nomor 160/181/Set-
Hk/VIN/2011;



3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang
Pernbangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di
Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui Operasi
Bhakti Kartika Jaya Nomor 119/1309/BPPWK.A/2012 dan Nomor
Kerma/1/111//2012 tanggal 8 Maret 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
LONG APUNG KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011-2013.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Bandar Udara Long
Apung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Konsideran Mengingat :

d.

b.

cC.

d.

Setelah angka 3 ditambah angka 4 dan angka 4 menjadi angka 5 dan selanjutnya
menyesuaikan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4169);

Setelah angka 17 ditambah angka 18 dan angka 18 menjadi angka 19 dan selanjutnya
menyesuaikan, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum
Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

Setelah angka 19 ditambahkan angka 20 dan angka 20 menjadi angka 21 dan
selanjutnya menyesuaikan, Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan
Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa Jabatan 2008 - 2013;

Setelah angka 20 ditambahkan angka 21 dan angka menjadi angka 22 dan
selanjutnya menyesuaikan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultasi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Prinsip dasar pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pembangunan Bandara
dimaksud ini dengan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan melalui Kerjasama dengan
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. |
Nip. 19620527 198503 1 006




